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PERUBAHAN RENCANA KERJA  

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan manusia seutuhnya, sudah seharusnya memiliki 

atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (Good 

Governance), yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam 

pembangunan (subyek), dengan implikasi bahwa pemerintah (birokrasi) 

lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam 

membangkitkan kreativitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan 

Self Sustaining Capacity, yaitu dengan menerapkan model perencanaan 

partisipatif.  

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

dan Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjelaskan 

bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Malang merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga 

Berencana. Guna mengimplementasikan tugas-tugas tersebut, perlu 

disusun Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya dijadikan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan tahunan. 
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Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. Beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi tersebut, 

yaitu:  

1) Kesesuaian perkembangan lingkungan strategis dengan kemampuan 

sumberdaya (khsusnya anggaran), prioritas dan sasaran 

pembangunan. 

2) Adanya penyesuaian program/kegiatan berdasarkan tingkat prioritas 

kebutuhan, yang diikuti pergeseran sumberdaya anggaran antar 

program/kegiatan, maupun antar jenis belanja. 

Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melakukan perubahan Renja 

Tahun 2018, hal ini mengingat terdapat beberapa kegiatan yang perlu 

didorong dan dikembangkan untuk menjadi lebih baik. 

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2018, 

telah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, 

maupun melalui penggalangan usulan dari masyarakat (media 

Musrenbang). Setiap usulan yang berasal dari masyarakat, dijadikan 

sebagai dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam 

pelaksanaan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang. Hal ini 

disadari, bahwa muatan lokal yang muncul merupakan aktualisasi 

permasalahan berdasarkan kondisi sumberdaya wilayah dan kebutuhan 

masyarakat. 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018, didasarkan pada: (1) 

Visi dan Misi Kabupaten Malang Madep Manteb Manetep; (2) indikator 

kinerja RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021; (3) Perubahan 

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; (4) RKPD Kabupaten Malang 

tahun 2018 dengan prakiraan target tahun 2018 yang diestimasikan. 

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Rencana 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 
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2018, selanjutnya dijadikan sebagai dasar/pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) tahun 2018, sekaligus 

sebagai bagian dari tahapan penyusunan  RAPBD Perubahan Kabupaten 

Malang Tahun 2018. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Artinya, bahwa 

penyelenggaraan pembangunan KKBPK wajib dilaksanakan, sekaligus 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya. 

Implementasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(KKB), baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai andil 

dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui 

pembangunan keluarga kecil berkualitas, dengan harapan bahwa setiap 

keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih 

berkualitas dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 RPJMD 

Kabupaten Malang 2016-2021, yaitu ”Melakukan percepatan 

pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”. 

Beberapa permasalahan pengendalian laju pertumbuhan 

penduduk,  yaitu masih tingginya Unmet Need (disebabkan: tingginya 

perkawinan usia muda, rendahnya kepesertaan KB MKJP (Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang), Rendahnya kepesertaan KB Pria, tingginya 

PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB), semakin deras dan terbukanya 

arus informasi negatif yang berdampak meningkatnya pergaulan bebas 

(penghambat upaya pendewasaan usia perkawinan), masih tingginya 

jumlah Keluarga Pra Sejahtera, rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

penggerakan program KKB. 

Guna menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya 

memanfaatkan sumberdaya eksisting secara optimal, dengan 

menerapkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (Sustainable), yang 

diikuti dengan peningkatan kemudahan akses program, peningkatan 

kualitas Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi 

remaja, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta 

penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.  
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Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan 

belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan 

pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian perlu dilakukan 

penguatan jejaringan pelayanan KB, dengan melibatkan unsur eksekutif, 

legislatif, LSOM, TNI, POLRI, PKK, profesi dan komponen masyarakat 

sebagai wujud pendekatan pembangunan KKBPK di berbagai segmen 

sasaran. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017, sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang Perangkat 

Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 
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23. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme 

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malang; 

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang reviu 

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian 

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018; 

27. Keputusan                Bupati                Malang Nomor: 

188.45/690/Kep/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan 

Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Malang Tahun 2018. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan 

tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 

Kerja Triwulan II Tahun 2018, serta analisa capaian kinerja Triwulan II 

Tahun 2018. Pada sisi lain, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 juga 

memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, 

berisi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan 

Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. 

 

1.3.1 Maksud  

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak 

pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan KKBPK 

tahun 2018. 

2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB 

berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas 

pembangunan KKBPK tahun 2018. 

 

 

3. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya, yang akan dijadikan 

sebagai kekuatan dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga 



7 

 

Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam upaya pengendalian 

laju pertumbuhan penduduk.  

4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan KKBPK. 

 

1.3.2 Tujuan  

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan 

KKBPK antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun 

antar fungsi. 

2. Terjalinnya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan 

pembangunan KKBPK, guna tercapainya sasaran lima tahun ke 

depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada 

kemampuan dan prioritas pembangunan.  

3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam 

pelaksanaan pembangunan KKBPK tahun 2018. 

4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola 

pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018, sebagai 

berikut :  

BAB  I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan 

 1.4 Sistematika Penulisan 

  

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2018 

  

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

  

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN 2018 

 

 Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 

i) Penyediaan Makanan dan Minuman; 

j) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 

k) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah; dan 

l) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK). 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 

c) Pengadaan Mebeleur; 

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; dan 

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK). 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal. 
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5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD; 

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; dan 

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 

6. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data; 

b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR); 

c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS); 

d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan; 

e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; 

f) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK); 

g) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan (DAK); dan 

h) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK). 

7. Program Pelayanan Keluarga Berencana   

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi; 

b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR); 

c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB; 

d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi; 

e) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK); dan 

f) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi (DAK). 

8. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana 

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB; 

b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa; 

c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana; 

d) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK); 

e) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK); dan 

f) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK) 
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9. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan 

Keluarga  

Terdiri dari kegiatan-kegiatan : 

a) Bina Ketahanan Remaja; 

b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS); 

d) Bina Ketahanan Remaja (DAK); 

e) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK); dan 

f) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK). 
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K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

58.919.978.075,00 3.292.034.075,00 10.759.394.000,00 1.686.228.322,00 15,67 4.978.262.397,00 8,45

1 2.208.13.01 PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional 

Perkantoran (%)

100% 4.597.490.050,00 100% 511.899.050,00 100% 837.341.000,00 39.96 % 334.618.672,00 39,96 39,96 39.96 % 846.517.722,00 39,96 18,41

2.208.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat 

keluar (buah)

19518 buah 96.626.250,00 3518 buah 17.726.250,00 7500 buah 11.600.000,00 2099 buah 4.625.000,00 27,99 39,87 5617 buah 22.351.250,00 28,78 23,13

2.208.13.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air 

Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan 

Internet (Bulan)

60 bulan 116.736.200,00 12 bulan 15.636.200,00 24 bulan 20.000.000,00 12 bulan 3.184.963,00 50 15,92 24 bulan 18.821.163,00 40 16,12

2.208.13.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

Jumlah pejabat pengelola administrasi 

keuangan (OB)

60 ob 1.948.439.000,00 12 ob 264.515.000,00 12 ob 379.224.000,00 6 ob 167.274.000,00 50 44,11 18 ob 431.789.000,00 30 22,16 Perbedaan terjadi pada volume, 

seharusnya 84 ob

2.208.13.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 60 ob 166.000.000,00 12 ob 25.400.000,00 12 ob 39.600.000,00 6 ob 19.734.000,00 50 49,83 18 ob 45.134.000,00 30 27,19 Perbedaan terjadi pada volume, 

seharusnya 24 ob

2.208.13.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 

(Jenis)

160 jenis 216.085.000,00 32 jenis 24.530.000,00 32 jenis 37.155.000,00 14 jenis 16.657.650,00 43,75 44,83 46 jenis 41.187.650,00 28,75 19,06 Perbedaan terjadi pada volume, 

seharusnya 33 jenis

2.208.13.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang 

disediakan (Jenis)

30 jenis 123.980.000,00 6 jenis 20.190.000,00 6 jenis 12.740.000,00 0 jenis 499.000,00 0 3,92 6 jenis 20.689.000,00 20 16,69

2.208.13.01.07 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah penyediaan komponen alat-alat 

listrik dan elektronik (Jenis)

50 jenis 36.746.000,00 10 jenis 5.525.000,00 8 jenis 6.371.000,00 3 jenis 2.435.500,00 37,5 38,23 13 jenis 7.960.500,00 26 21,66

2.208.13.01.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang disediakan 

(jenis)

15 jenis 21.700.000,00 3 jenis 3.370.000,00 3 jenis 4.080.000,00 1 jenis 1.700.000,00 33,33 41,67 4 jenis 5.070.000,00 26,67 23,36

2.208.13.01.09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian 

Pegawai, Rapat, dan tamu yang 

disediakan (HOK)

10792 hok 288.950.000,00 1276 hok 47.100.000,00 2316 hok 54.450.000,00 826 hok 19.425.000,00 35,66 35,67 2102 hok 66.525.000,00 19,48 23,02

2.208.13.01.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan 

dinas ke luar daerah (HOK)

515 hok 330.723.100,00 40 hok 47.263.100,00 100 hok 63.810.000,00 48 hok 30.945.800,00 48 48,5 88 hok 78.208.900,00 17,09 23,65 -

2.208.13.01.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan 

dinas ke dalam daerah (HOK)

778 hok 563.308.500,00 145 hok 40.643.500,00 153 hok 51.015.000,00 56 hok 18.730.000,00 36,6 36,71 201 hok 59.373.500,00 25,84 10,54

2.208.13.01.12 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)

Jumlah Penyediaan Listrik, Air 

Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan 

Internet (DAK) (Bulan)

48 bulan 688.196.000,00 0 bulan 0 24 bulan 157.296.000,00 12 bulan 49.407.759,00 50 31,41 12 bulan 49.407.759,00 25 7,18

39,96 39,96 39,96 18,41

SR SR SR SR

38,57 35,89 26,47 19,48

SR SR SR SR

2 2.208.13.02 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 1.761.227.025,00 100% 233.842.275,00 100% 342.484.750,00 2.59 % 8.867.400,00 2,59 2,59 2.59 % 242.709.675,00 2,59 13,78

2.208.13.02.01 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 

yang diadakan( jenis)

13 jenis 152.299.000,00 3 jenis 23.155.000,00 1 jenis 28.144.000,00 0 jenis 0 0 0 3 jenis 23.155.000,00 23,08 15,2

2.208.13.02.02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang 

diadakan (jenis)

35 jenis 660.893.750,00 7 jenis 136.114.000,00 7 jenis 119.279.750,00 0 jenis 0 0 0 7 jenis 136.114.000,00 20 20,6

2.208.13.02.03 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) 10 jenis 90.512.500,00 2 jenis 28.462.500,00 2 jenis 12.400.000,00 0 jenis 0 0 0 2 jenis 28.462.500,00 20 31,45

2.208.13.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 

Rutin/Berkala (jenis)

1 jenis 57.289.675,00 24 jenis 19.127.675,00 16 jenis 8.562.000,00 4 jenis 1.888.000,00 25 22,05 4 jenis 21.015.675,00 400 36,68 Perbedaan terjadi pada volume 

dan satuan, seharusnya 1 

gedung

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

9 10 11
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Kinerja dan Realisasi 
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dievaluasi Tahun 
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Realisasi Kinerja dan Anggaran 

Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir 
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Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD 
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Tabel 2.1

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra 

PD sampai dengan Renja PD Tahun 

2017
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2.208.13.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan 

kendaraan roda dua yang dipelihara 

rutin dan berkala (Unit)

149 unit 323.782.100,00 7 unit 26.983.100,00 9 unit 66.799.000,00 1 unit 6.979.400,00 11,11 10,45 1 unit 33.962.500,00 0,67 10,49 Terjadi kesalahan input volume 

pada DPA 2018, seharusnya 149 

unit

2.208.13.02.06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor (DAK)

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 

Rutin/Berkala (DAK) (jenis)

33 jenis 476.450.000,00 0 jenis 0 18 jenis 107.300.000,00 0 jenis 0 0 0 0 jenis 0 0 0 Perbedaan terjadi pada volume 

dan satuan, seharusnya 29 

gedung

2,59 2,59 2,59 13,78

SR SR SR SR

6,02 5,42 77,29 19,07

SR SR T SR

3 2.208.13.03 PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR

Persentase Penunjang Kerja 

Aparatur (%)

100% 103.114.000,00 100% 30.514.000,00 100% 31.900.000,00 0% 0 0 0 0% 30.514.000,00 0 29,59

2.208.13.03.01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 

Tertentu

Jumlah penyediaan Pakaian 

Olahraga/Batik (Stel)

339 stel 103.114.000,00 139 stel 30.514.000,00 145 stel 31.900.000,00 0 stel 0 0 0 139 stel 30.514.000,00 41 29,59 Terjadi perubahan volume karena 

pengurangan jumlah personil, 

karena adanya penarikan tenaga 

lapangan menjadi tenaga BKKBN 

Pusat

0 0 0 29,59

SR SR SR SR

0 0 41 29,59

SR SR SR SR

4 2.208.13.04 PROGRAM PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas 

Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 72.970.000,00 100% 6.060.000,00 100% 14.460.000,00 0% 0 0 0 0% 6.060.000,00 0 8,3

2.208.13.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti 

pelatihan (orang)

434 orang 72.970.000,00 39 orang 6.060.000,00 95 orang 14.460.000,00 0 orang 0 0 0 39 orang 6.060.000,00 8,99 8,3

0 0 0 8,3

SR SR SR SR

0 0 8,99 8,3

SR SR SR SR

5 2.208.13.05 PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, 

Laporan Keuangan dan Kinerja 

Perangkat Daerah yang Tepat Waktu 

(%)

100% 121.306.750,00 100% 57.549.750,00 100% 13.807.000,00 0% 0 0 0 0% 57.549.750,00 0 47,44

2.208.13.05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan 

Masyarakat) (Buku)

20 buku 94.077.750,00 4 buku 52.116.750,00 4 buku 8.961.000,00 0 buku 0 0 0 4 buku 52.116.750,00 20 55,4

2.208.13.05.02 Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan 

semester I dan semester II (Buku)

5 buku 13.083.000,00 1 buku 2.287.000,00 1 buku 2.396.000,00 0 buku 0 0 0 1 buku 2.287.000,00 20 17,48

2.208.13.05.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan 

akhir (Buku)

5 buku 14.146.000,00 1 buku 3.146.000,00 1 buku 2.450.000,00 0 buku 0 0 0 1 buku 3.146.000,00 20 22,24

0 0 0 47,44

SR SR SR SR

0 0 20 31,71

SR SR SR SR

6 2.208.13.06 PROGRAM DATA/INFORMASI 

PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase data keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

100% 8.502.123.600,00 100% 235.084.000,00 100% 1.532.439.600,00 35% 128.368.750,00 35 8,38 35% 363.452.750,00 35 4,27

2.208.13.06.01 Pengumpulan, Updating, Analisa dan 

Informasi Data

Jumlah dokumen keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

1950 dokumen 336.420.250,00 390 dokumen 126.246.000,00 390 dokumen 47.324.250,00 137 dokumen 7.679.500,00 35,13 16,23 527 dokumen 133.925.500,00 27,03 39,81

2.208.13.06.02 Pendataan PUS Beresiko Tinggi 

(CONTRA WAR)

Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA 

WAR)

5 dokumen 155.903.750,00 1 dokumen 37.455.000,00 1 dokumen 26.648.750,00 0 dokumen 3.865.000,00 0 14,5 1 dokumen 41.320.000,00 20 26,5

2.208.13.06.03 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga 

Pra Sejahtera yang Update (SKS)

Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga 

Sejahtera (SKS)

5 dokumen 201.997.750,00 1 dokumen 71.383.000,00 1 dokumen 29.364.750,00 0 dokumen 4.520.000,00 0 15,39 1 dokumen 75.903.000,00 20 37,58

2.208.13.06.04 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Kependudukan

Jumlah dokumen parameter 4 dokumen 250.667.750,00 0 dokumen 0 1 dokumen 56.417.750,00 0 dokumen 5.599.250,00 0 9,92 0 dokumen 5.599.250,00 0 2,23

2.208.13.06.05 Perencanaan dan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk

Jumlah dokumen mutasi keluarga 4 dokumen 270.623.100,00 0 dokumen 0 1 dokumen 60.923.100,00 0 dokumen 5.875.000,00 0 9,64 0 dokumen 5.875.000,00 0 2,17

2.208.13.06.06 Pengumpulan, Updating, Analisa dan 

Informasi Data (DAK)

Jumlah dokumen keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

1560 dokumen 5.246.801.000,00 0 dokumen 0 390 dokumen 852.401.000,00 137 dokumen 83.415.000,00 35,13 9,79 137 dokumen 83.415.000,00 8,78 1,59

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 
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Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran s/d triwulan II (Tahun 
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Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja yang 

dievaluasi Tahun 

2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran 

Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir 

Tahun Pelaksanaan Renja PD 

Tahun 2018)

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2018 (%)

No Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra 

PD sampai dengan Renja PD Tahun 

2017
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2.208.13.06.07 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Kependudukan (DAK)

Jumlah dokumen parameter 4 dokumen 1.802.250.000,00 0 dokumen 0 1 dokumen 405.900.000,00 0 dokumen 0 0 0 0 dokumen 0 0 0

2.208.13.06.08 Perencanaan dan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk (DAK)

Jumlah dokumen mutasi keluarga 4 dokumen 237.460.000,00 0 dokumen 0 1 dokumen 53.460.000,00 0 dokumen 17.415.000,00 0 32,58 0 dokumen 17.415.000,00 0 7,33

35 8,38 35 4,27

SR SR SR SR

8,78 13,51 9,48 14,65

SR SR SR SR

7 Persentase Peserta KB MKJP 40.00 % 4.549.931.400,00 34.61 % 367.420.000,00 36.41 % 513.761.400,00 32.72 % 106.590.100,00 89,87 20,75 32.72 % 474.010.100,00 81,8 10,42

Persentase PUS Risti yang terlayani 

KB (Program CONTRA WAR)

100% 40.21 % 60% 39.92 % 66,53 39.92 % 39,92

2.208.13.07.01 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 

dan Medis Operasi

Jumlah peserta KB Aktif 343625 akseptor 690.697.700,00 393878 akseptor 202.466.000,00 417000 akseptor 109.931.700,00 368837 akseptor 33.332.500,00 88,45 30,32 368837 akseptor 235.798.500,00 107,34 34,14

2.208.13.07.02 Pembinaan PUS Risti ber KB 

(CONTRA WAR)

Jumlah PUS Risti yang terlayani KB 

(Program CONTRA WAR)

3800 orang 191.033.800,00 1918 orang 62.159.000,00 2280 orang 28.374.800,00 1517 orang 0 66,54 0 1517 orang 62.159.000,00 39,92 32,54

2.208.13.07.03 Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Unmetneed (pasangan usia 

subur yang belum terlayani KB)

34181 PUS 279.064.000,00 0 PUS 0 44994 PUS 38.214.000,00 57755 PUS 7.153.000,00 128,36 18,72 57755 PUS 7.153.000,00 168,97 2,56

2.208.13.07.04 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, 

obat Kontrasepsi

Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, 

obat dan kontrasepsi (Alokon) yang 

memadai

96 klinik 283.200.900,00 0 klinik 0 87 klinik 42.350.900,00 6 klinik 10.009.600,00 6,9 23,63 6 klinik 10.009.600,00 6,25 3,53

2.208.13.07.05 Pembinaan PUS Risti ber KB 

(CONTRA WAR) (DAK)

Jumlah PUS Risti yang terlayani KB 

(CONTRA WAR)

3800 orang 806.145.000,00 1918 orang 102.795.000,00 2280 orang 158.400.000,00 1517 orang 12.000.000,00 66,54 7,58 1517 orang 114.795.000,00 39,92 14,24

2.208.13.07.06 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, 

obat Kontrasepsi (DAK)

Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, 

obat dan kontrasepsi (Alokon) yang 

memadai

96 klinik 2.299.790.000,00 0 klinik 0 87 klinik 136.490.000,00 87 klinik 44.095.000,00 100 32,31 87 klinik 44.095.000,00 90,63 1,92

78,2 20,75 60,86 10,42

T SR R SR

76,13 18,76 75,5 14,82

T SR S SR

8 Persentase BKR Paripurna 62.26 % 10.509.359.000,00 40.88 % 943.319.000,00 45.28 % 1.777.890.000,00 41.51 % 163.001.300,00 91,67 9,17 41.51 % 1.106.320.300,00 66,67 10,53

Persentase PUS anggota kelompok 

BKB yang ber KB

88.15 % 87% 87% 83.7 % 96,21 83.7 % 94,95

Persentase Kelompok UPPKS 

Mandiri

47.47 % 38.38 % 44.44 % 36.54 % 82,22 36.54 % 76,97

2.208.13.08.01 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

(SKS)

Jumlah kelompok UPPKS Mandiri 47 kelompok 781.815.000,00 38 kelompok 129.425.000,00 46 kelompok 90.340.000,00 38 kelompok 26.634.500,00 82,61 29,48 38 kelompok 156.059.500,00 80,85 19,96

2.208.13.08.02 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia

Jumlah PUS anggota kelompok BKB 

yang ber KB

38866 akseptor 444.575.000,00 40564 akseptor 69.125.000,00 37262 akseptor 55.000.000,00 37350 akseptor 7.795.000,00 100,24 14,17 37350 akseptor 76.920.000,00 96,1 17,3

2.208.13.08.03 Bina Ketahanan Remaja Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar 25 kelompok 464.725.000,00 6 kelompok 73.625.000,00 25 kelompok 70.000.000,00 6 kelompok 19.671.800,00 24 28,1 6 kelompok 93.296.800,00 24 20,08

2.208.13.08.04 Bina Ketahanan Remaja (DAK) Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar 25 kelompok 3.580.039.000,00 6 kelompok 359.639.000,00 25 kelompok 795.300.000,00 6 kelompok 0 24 0 6 kelompok 359.639.000,00 24 10,05

2.208.13.08.05 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia (DAK)

Jumlah PUS anggota kelompok BKB 

yang ber KB

38866 akseptor 4.684.220.000,00 40564 akseptor 248.420.000,00 37262 akseptor 656.700.000,00 37350 akseptor 108.900.000,00 100,24 16,58 37350 akseptor 357.320.000,00 96,1 7,63

2.208.13.08.06 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

(SKS) (DAK)

Jumlah kelompok UPPKS Mandiri 47 kelompok 553.985.000,00 38 kelompok 63.085.000,00 46 kelompok 110.550.000,00 38 kelompok 0 82,61 0 38 kelompok 63.085.000,00 80,85 11,39

90,03 9,17 79,53 10,53

T SR T SR

68,95 14,72 66,98 14,4

S SR S SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

Predikat Kinerja Kegiatan 

2.208.13.08 PROGRAM KETAHANAN 

KELUARGA, GENERASI 

BERENCANA DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

2.208.13.07 PROGRAM PELAYANAN 

KELUARGA BERENCANA

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 
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Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2018 (%)

No Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra 

PD sampai dengan Renja PD Tahun 
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9 2.208.13.09 PROGRAM PENYULUHAN DAN 

PENGGERAKAN KELUARGA 

BERENCANA

Persentase PPKBD Mandiri 69.49 % 28.702.456.250,00 38.72 % 906.346.000,00 46.41 % 5.695.310.250,00 39.23 % 944.782.100,00 84,53 16,59 39.23 % 1.851.128.100,00 56,45 6,45

2.208.13.09.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli KB

Jumlah PPKBD Mandiri 271 orang 502.122.000,00 151 orang 107.515.000,00 109 orang 74.157.000,00 153 orang 23.505.600,00 140,37 31,7 153 orang 131.020.600,00 56,46 26,09

2.208.13.09.02 Komunikasi Informasi Edukasi Massa Jumlah masyarakat aktif mengikuti 

penyuluhan Program KB melalui media 

cetak dan elektronik

305 orang 1.332.811.000,00 285 orang 249.226.000,00 260 orang 180.585.000,00 150 orang 10.265.600,00 57,69 5,68 150 orang 259.491.600,00 49,18 19,47

2.208.13.09.03 Penyuluhan Program Keluarga 

Berencana

Jumlah PPKBD Aktif 390 orang 273.575.250,00 0 orang 0 390 orang 33.225.250,00 390 orang 7.110.900,00 100 21,4 390 orang 7.110.900,00 100 2,6

2.208.13.09.04 Fasilitasi Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli KB (DAK)

Jumlah PPKBD Mandiri 271 orang 17.205.255.000,00 151 orang 377.545.000,00 109 orang 3.790.060.000,00 153 orang 903.900.000,00 140,37 23,85 153 orang 1.281.445.000,00 56,46 7,45

2.208.13.09.05 Komunikasi Informasi Edukasi Massa 

(DAK)

Jumlah masyarakat aktif mengikuti 

penyuluhan Program KB melalui media 

cetak dan elektronik

305 orang 3.923.443.000,00 285 orang 172.060.000,00 260 orang 386.383.000,00 150 orang 0 57,69 0 150 orang 172.060.000,00 49,18 4,39

2.208.13.09.06 Penyuluhan Program Keluarga 

Berencana (DAK)

Jumlah PPKBD Aktif 390 orang 5.465.250.000,00 0 orang 0 390 orang 1.230.900.000,00 390 orang 0 100 0 390 orang 0 100 0

84,53 16,59 56,45 6,45

T SR R SR

99,35 13,77 68,55 10

ST SR S SR

49,05 10,83 41,19 16,58

SR SR SR SR

41,55 17,44 45,58 17,02

SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)

Predikat Kinerja Program Total 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan Total 

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 

Predikat Kinerja Program 

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 

Predikat Kinerja Kegiatan 

9 10 11
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7 8
1 2 3 4

5 6
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Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra PD 

s/d tahun 2018 (%)

No Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 

(akhir periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra 

PD sampai dengan Renja PD Tahun 

2017
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Tabel 2.1 menjelaskan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tahun 

2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

tahun 2016-2021, sehingga tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan 

tahun 2018 jika dibandingkan dengan target Renstra masih tergolong kecil dan 

masih belum sesuai harapan. Capaian kinerja program/kegiatan tahun 2018, 

diukur berdasarkan target tahunan yang didasarkan pada target Rencana 

Kerja tahun 2018. 

Terdapat beberapa capaian kinerja program/kegiatan tahun 2018 yang 

belum memenuhi, jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja tahun 2018, 

yaitu :  

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (39,96%), pada kegiatan : 

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, tercapai 27,99% dengan realisasi 

sebesar 2.099 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan) buah, dari target 

sebesar 4.000 (Empat Ribu) buah. 

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tercapai 

50,00% dengan realisasi sebesar 12 (Dua Belas) bulan, dari target 

sebesar 24 (Dua Puluh Empat) bulan. 

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, tercapai 50,00% dengan 

realisasi sebesar 6 (Enam) ob, dari target sebesar 12 (Dua Belas) ob. 

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, tercapai 50,00% dengan realisasi 

sebesar 6 (Enam) ob, dari target sebesar 12 (Dua Belas) ob. 

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor, tercapai 43,75% dengan realisasi sebesar 

14 (Empat Belas)  jenis, dari target sebesar 32 (Tiga Puluh Dua) jenis. 

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, tercapai 0% dari target 

sebesar 6 (Enam) jenis.  

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

tercapai 37,50% dengan realisasi sebesar 3 (Tiga) jenis, dari target 

sebesar 8 (Delapan) jenis. 

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, 

tercapai 33,33% dengan realisasi sebesar 1 (Satu) jenis, dari target 

sebesar 3 (Tiga) jenis. 

i) Penyediaan Makanan dan Minuman, tercapai 35,66% dengan realisasi 

sebesar 826 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam) hok, dari target sebesar 

2.316 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Belas) hok. 
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j) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, tercapai 48,00% 

dengan realisasi sebesar 48 (Empat Puluh Delapan) hok, dari target 

sebesar 100 (Seratus) hok. 

k) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, tercapai 

36,60% dengan realisasi sebesar 56 (Lima Puluh Enam) hok, dari target 

sebesar 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) hok. 

l) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK), 

tercapai 50,00% dengan realisasi sebesar 12 (Dua Belas) bulan, dari 

target sebesar 24 (Dua Puluh Empat) bulan. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2,59%), pada 

kegiatan : 

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, tercapai 0% dari target 

sebesar 1 (Satu) jenis. 

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, tercapai 0% dari target sebesar 7 

(Tujuh) jenis. 

c) Pengadaan Mebeleur, tercapai 0% dari target sebesar 2 (Dua) jenis. 

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, tercapai 25,00% dengan 

realisasi sebesar 4 (Empat) jenis, dari target sebesar 16 (Enam Belas) 

jenis. 

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, tercapai 

11,11% dengan realisasi sebesar 1 (Satu) unit, dari target sebesar 9 

(Sembilan) unit. 

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK), tercapai 0% dari 

target sebesar 18 (Delapan Belas) jenis. 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (0%), pada kegiatan : 

a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, tercapai 0% dari target 

sebesar 145 (Seratus Empat Puluh Lima) stel. 

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (0%), pada kegiatan: 

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal, tercapai 0% dari target sebesar 95 

(Sembilan Puluh Lima) orang. 

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan (0%), pada kegiatan : 

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD, tercapai 0% dari target sebesar 4 (Empat) buku. 

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, tercapai 0% dari target 

sebesar 1 (Satu) buku. 
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c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tercapai 0% dari target 

sebesar 1 (Satu) buku. 

6) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk (35,00%), pada kegiatan : 

a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data, tercapai 35,13% 

dengan realisasi 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) dokumen dari target 

sebesar 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) dokumen. 

b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR), tercapai 0% dari target 

sebesar 1 (Satu) dokumen. 

c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS), 

tercapai 0% dari target sebesar 1 (Satu) dokumen. 

d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan, tercapai 0% dari 

target sebesar 1 (Satu) dokumen. 

e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk, tercapai 0% dari 

target sebesar 1 (Satu) dokumen. 

f) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK), tercapai 

35,13% dengan realisasi 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) dokumen dari 

target sebesar 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) dokumen. 

g) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan (DAK), tercapai 

0% dari target sebesar 1 (Satu) dokumen. 

h) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK), tercapai 0% 

dari target sebesar 1 (Satu) dokumen. 

7) Program Pelayanan Keluarga Berencana (Persentase Peserta KB MKJP = 

32,72%; Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR) = 

39,92%), pada kegiatan : 

a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi, tercapai 

88,45% dengan realisasi 368.837 (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan 

Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) akseptor dari target 417.000 

(Empat Ratus Tujuh Belas Ribu) akseptor. 

b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR), tercapai 66,54% dengan 

realisasi 1.517 (Seribu Lima Ratus Tujuh Belas) orang dari target 2.280 

(Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) orang. 

c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB, tercapai 128,36% dengan realisasi 

57.755 (Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) PUS 

dari target 44.994 (Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan 

Puluh Empat) PUS. 
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d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi, tercapai 6,90% 

dengan realisasi 6 (Enam) klinik dari target 87 (Delapan Puluh Tujuh) 

klinik. 

e) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK), tercapai 66,54% 

dengan realisasi 1.517 (Seribu Lima Ratus Tujuh Belas) orang dari 

target 2.280 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) orang. 

f) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi (DAK), tercapai 

100% dengan realisasi 87 (Delapan Puluh Tujuh) klinik dari target 87 

(Delapan Puluh Tujuh) klinik. 

8) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (39,23%), pada 

kegiatan : 

a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, tercapai 

140,37% dengan realisasi 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) orang dari 

target 109 (Seratus Sembilan) orang. 

b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa, tercapai 57,69% dengan realisasi 

150 (Seratus Lima Puluh) orang dari target 260 (Dua Ratus Enam 

Puluh) orang. 

c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana, tercapai 100% dengan 

realisasi 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) orang dari target 390 (Tiga 

Ratus Sembilan Puluh) orang. 

d) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK), tercapai 

140,37% dengan realisasi 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) orang dari 

target 109 (Seratus Sembilan) orang. 

e) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK), tercapai 57,69% dengan 

realisasi 150 (Seratus Lima Puluh) orang dari target 260 (Dua Ratus 

Enam Puluh) orang. 

f) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK), tercapai 100% dengan 

realisasi 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) orang dari target 390 (Tiga 

Ratus Sembilan Puluh) orang. 

9) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan 

Keluarga (Persentase BKR Paripurna = 41,51%; Persentase PUS anggota 

kelompok BKB yang ber-KB = 83,70%; Persentase Kelompok UPPKS 

Mandiri = 36,54%), pada kegiatan : 

a) Bina Ketahanan Remaja, tercapai 24,00% dengan realisasi 6 (Enam) 

kelompok dari target 25 (Dua Puluh Lima) kelompok. 

b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, tercapai 100,24% 

dengan realisasi 37.350 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) 
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akseptor dari target 37.262 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam 

Puluh Dua) akseptor. 

c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS), tercapai 82,61 % dengan 

realisasi 38 (Tiga Puluh Delapan) kelompok dari target 46 (Empat Puluh 

Enam) kelompok. 

d) Bina Ketahanan Remaja (DAK), tercapai 24,00% dengan realisasi 6 

(Enam) kelompok dari target 25 (Dua Puluh Lima) kelompok. 

e) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK), tercapai 

100,24% dengan realisasi 37.350 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus 

Lima Puluh) akseptor dari target 37.262 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua 

Ratus Enam Puluh Dua) akseptor. 

f) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK), tercapai 82,61 % 

dengan realisasi 38 (Tiga Puluh Delapan) kelompok dari target 46 

(Empat Puluh Enam) kelompok. 

Berdasarkan data tersebut di atas, diharapkan target kinerja triwulan III 

dan IV mampu tercapai sesuai dengan yang direncanakan, yaitu dengan 

mempertimbangkan kondisi sumberdaya yang dimiliki Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. Upaya tersebut perlu dilaksanakan, agar 

target kinerja tahun 2018 tidak menjadi beban pembangunan KKBPK pada 

tahun berikutnya 

Faktor penghambat belum tercapai beberapa indikator kinerja pada 

program/kegiatan, adalah:  

1) Program/kegiatan belum terlaksana secara efektif, karena kurangnya 

komitmen anggaran berbasis kinerja; 

2) Program/kegiatan belum seluruhnya terlaksana, karena masih dalam 

proses berjalan; 

3) Pengadaan barang penunjang program KKB masih dalam proses 

kontraktual; 

4) Lemahnya perencanaan pada ranah pelaksanaan kegiatan. 

Faktor pendukung belum tercapai beberapa indikator kinerja pada 

program/kegiatan, adalah:  

1) Penguatan komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja; 

2) Adanya koordinasi yang baik dengan petugas lini lapangan dan organisasi 

lintas sektor; 

3) Tersedianya tenaga pengadaan barang/jasa yang mumpuni; 

4) Pemantapan perumusan rencana pelaksanaan kegiatan. 
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Guna menyikapi permasalahan yang muncul, dengan berdasarkan pada 

faktor penghambat dan pendukung tersebut di atas, maka diperlukan: 

1) Rapat koordinasi dalam membahas pemantapan komitmen anggaran 

berbasis kinerja; 

2) Peningkatan intensitas pelaksanaan program/kegiatan; 

3) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; 

4) Rapat koordinasi perumusan rencana pelaksanaan kegiatan. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

 

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, didasarkan pada prioritas kebutuhan yang 

dialokasikan secara proporsional pada setiap program/kegiatan.  

Beberapa program/kegiatan yang mengalami penurunan anggaran, sebagai 

berikut : 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Sebelum perubahan = Rp23.171.400,00, setelah perubahan = 

Rp11.600.000,00, berkurang sebesar = Rp11.571.400,00. 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Sebelum perubahan = Rp23.213.500,00, setelah perubahan = 

Rp20.000.000,00, berkurang sebesar = Rp3.213.500,00. 

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Sebelum perubahan = Rp44.541.700,00, setelah perubahan = 

Rp37.155.000,00, berkurang sebesar = Rp7.386.700,00. 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Sebelum perubahan = Rp26.004.600,00, setelah perubahan = 

Rp12.740.000,00, berkurang sebesar = Rp13.264.600,00. 

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Sebelum perubahan = Rp6.710.300,00, setelah perubahan = 

Rp6.371.000,00, berkurang sebesar = Rp339.300,00. 

6. Penyediaan Makanan dan Minuman 

Sebelum perubahan = Rp58.297.000,00, setelah perubahan = 

Rp54.450.000,00, berkurang sebesar = Rp3.847.000,00. 

7. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 

Sebelum perubahan = Rp144.331.200,00, setelah perubahan = 

Rp51.015.000,00, berkurang sebesar = Rp93.316.200,00. 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

Sebelum perubahan = Rp28.858.900,00, setelah perubahan = 

Rp28.144.000,00, berkurang sebesar = Rp714.900,00. 
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2. Pengadaan Mebeleur 

Sebelum perubahan = Rp14.324.200,00, setelah perubahan = 

Rp12.400.000,00, berkurang sebesar = Rp1.924.200,00. 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Sebelum perubahan = Rp9.017.900,00, setelah perubahan = 

Rp8.562.000,00, berkurang sebesar = Rp455.900,00. 

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 

Sebelum perubahan = Rp35.220.500,00, setelah perubahan = 

Rp31.900.000,00, berkurang sebesar = Rp3.320.500,00.  

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

Sebelum perubahan = Rp23.445.200,00, setelah perubahan = 

Rp14.460.000,00, berkurang sebesar = Rp8.985.200,00.  

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Sebelum perubahan = Rp37.560.800,00, setelah perubahan = 

Rp8.961.000,00, berkurang sebesar = Rp28.599.800,00. 

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 

Sebelum perubahan = Rp6.319.500,00, setelah perubahan = 

Rp2.396.000,00, berkurang sebesar = Rp3.923.500,00. 

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

Sebelum perubahan = Rp6.319.500,00, setelah perubahan = 

Rp2.450.000,00, berkurang sebesar = Rp3.869.500,00. 

F. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk 

1. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data 

Sebelum perubahan = Rp71.620.600,00, setelah perubahan = 

Rp47.324.250,00, berkurang sebesar = Rp24.296.350,00. 

2. Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR) 

Sebelum perubahan = Rp47.396.000,00, setelah perubahan = 

Rp26.648.750,00, berkurang sebesar = Rp20.747.250,00. 

3. Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS) 

Sebelum perubahan = Rp61.088.100,00, setelah perubahan = 

Rp29.364.750,00, berkurang sebesar = Rp31.723.350,00. 
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4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan 

Sebelum perubahan = Rp57.928.400,00, setelah perubahan = 

Rp56.417.750,00, berkurang sebesar = Rp1.510.650,00. 

5. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

Sebelum perubahan = Rp95.690.300,00, setelah perubahan = 

Rp60.923.100,00, berkurang sebesar = Rp34.767.200,00. 

G. Program Pelayanan Keluarga Berencana 

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi 

Sebelum perubahan = Rp162.199.400,00, setelah perubahan = 

Rp123.636.700,00, berkurang sebesar = Rp38.562.700,00. 

2. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) 

Sebelum perubahan = Rp57.928.400,00, setelah perubahan = 

Rp28.374.800,00, berkurang sebesar = Rp29.553.600,00. 

3. Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

Sebelum perubahan = Rp69.514.100,00, setelah perubahan = 

Rp37.204.000,00, berkurang sebesar = Rp32.310.100,00. 

4. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi 

Sebelum perubahan = Rp69.514.100,00, setelah perubahan = 

Rp29.655.900,00, berkurang sebesar = Rp39.858.200,00. 

H. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana 

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 

Sebelum perubahan = Rp92.685.400,00, setelah perubahan = 

Rp74.157.000,00, berkurang sebesar = Rp18.528.400,00. 

2. Komunikasi Informasi Edukasi Massa 

Sebelum perubahan = Rp261.204.300,00, setelah perubahan = 

Rp180.585.000,00, berkurang sebesar = Rp80.619.300,00. 

3. Penyuluhan Program Keluarga Berencana 

Sebelum perubahan = Rp69.514.100,00, setelah perubahan = 

Rp33.225.250,00, berkurang sebesar = Rp36.288.850,00. 

I. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan 

Keluarga 

1. Bina Ketahanan Remaja 

Sebelum perubahan = Rp92.684.300,00, setelah perubahan = 

Rp70.000.000,00, berkurang sebesar = Rp22.684.300,00. 

2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia 

Sebelum perubahan = Rp92.685.400,00, setelah perubahan = 

Rp55.000.000,00, berkurang sebesar = Rp37.685.400,00. 
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3. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) 

Sebelum perubahan = Rp162.199.400,00, setelah perubahan = 

Rp90.340.000,00, berkurang sebesar = Rp71.859.400,00. 

Beberapa program/kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran, sebagai 

berikut : 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

Sebelum perubahan = Rp325.768.000,00, setelah perubahan = 

Rp379.224.000,00, bertambah sebesar = Rp53.456.000,00. 

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Sebelum perubahan = Rp29.069.500,00, setelah perubahan = 

Rp39.600.000,00, bertambah sebesar = Rp10.530.500,00. 

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

Sebelum perubahan = Rp3.033.400,00, setelah perubahan = 

Rp4.080.000,00, bertambah sebesar = Rp1.046.600,00. 

4. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

Sebelum perubahan = Rp54.558.000,00, setelah perubahan = 

Rp85.080.000,00, bertambah sebesar = Rp30.522.000,00. 

5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp157.296.000,00, 

bertambah sebesar = Rp157.296.000,00. 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

Sebelum perubahan = Rp116.885.800,00, setelah perubahan = 

Rp119.279.750,00, bertambah sebesar = Rp2.393.950,00. 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Sebelum perubahan = Rp40.549.900,00, setelah perubahan = 

Rp66.799.000,00, bertambah sebesar = Rp26.249.100,00. 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp107.300.000,00, 

bertambah sebesar = Rp107.300.000,00. 

C. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk 

1. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp852.401.000,00, 

bertambah sebesar = Rp852.401.000,00. 
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2. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp405.900.000,00, 

bertambah sebesar = Rp405.900.000,00. 

3. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp53.460.000,00, 

bertambah sebesar = Rp53.460.000,00. 

D. Program Pelayanan Keluarga Berencana 

1. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp158.400.000,00, 

bertambah sebesar = Rp158.400.000,00. 

2. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp136.490.000,00, 

bertambah sebesar = Rp136.490.000,00. 

E. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana 

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga 

Berencana (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = 

Rp3.790.060.000,00, bertambah sebesar = Rp3.790.060.000,00. 

2. Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp386.383.000,00, 

bertambah sebesar = Rp386.383.000,00. 

3. Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = 

Rp1.230.900.000,00, bertambah sebesar = Rp1.230.900.000,00. 

F. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan 

Keluarga 

1. Bina Ketahanan Remaja (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp795.300.000,00, 

bertambah sebesar = Rp795.300.000,00. 

2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp656.700.000,00, 

bertambah sebesar = Rp656.700.000,00. 

3. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK) 

Sebelum perubahan = Rp0,00, setelah perubahan = Rp110.550.000,00, 

bertambah sebesar = Rp110.550.000,00. 
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Beberapa penyebab terjadinya perubahan alokasi anggaran 

program/kegiatan, sebagai berikut : 

2. Pertambahan anggaran, karena: (1) Pada penganggaran sebelumnya tidak 

memasukkan anggaran yang bersumber dari DAK, (2) Terdapat beberapa 

kegiatan yang membutuhkan peningkatan kapasitas capaian, yang diikuti 

dengan penambahan volume target capaian kinerja. 

3. Program/kegiatan yang mengalami penurunan anggaran, disebabkan 

adanya upaya efisiensi, dengan harapan sisa anggaran yang tersedia bisa 

digunakan untuk mendorong program/kegiatan yang lebih prioritas. 

Berdasarkan pada kedua permasalahan tersebut di atas, pengalokasian 

anggaran tetap berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan 

berkelanjutan (Sustainable) dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas 

pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang. 
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Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) 

1 5 7 8 = 7 - 5 9

2.08

2.08.01

2.08.01.01 2.521.053.100,00   10.780.664.000,00    8.259.610.900,00

2.08 . 2.08.1 . 01 100 % 738.698.600,00      100 % 858.611.000,00         119.912.400,00

2.08 . 2.08.1 . 01 . 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat 

keluar (buah)

12.500    lembar          23.171.400,00 7.500      buah 11.600.000,00           -11.571.400,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air 

Bersih, Telekomunikasi dan Internet 

(bulan)

12           bulan          23.213.500,00 24           rekening 20.000.000,00           -3.213.500,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 07 3 Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan

3 Jumlah pejabat pengelola administrasi 

keuangan (ob)

12           ob        325.768.000,00 12           ob 379.224.000,00         53.456.000,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Jumlah petugas kebersihan (ob) 12           ob          29.069.500,00 12           ob 39.600.000,00           10.530.500,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 

(jenis)

12           bulan          44.541.700,00 32           jenis 37.155.000,00           -7.386.700,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 11 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

6 Jumlah barang cetakan yang disediakan 

(jenis)

25.300    lembar          26.004.600,00 6             jenis 12.740.000,00           -13.264.600,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 12 7 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat 

listrik dan elektronik (jenis)

152         jenis            6.710.300,00 8             jenis 6.371.000,00             -339.300,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 15 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan

8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang disediakan 

(jenis)

12           bulan            3.033.400,00 3             jenis 4.080.000,00             1.046.600,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 17 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Jumlah makanan dan minuman harian 

Pegawai, Rapat, dan tamu yang 

disediakan (hok)

12           bulan          58.297.000,00 2.316      hok 54.450.000,00           -3.847.000,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 18 10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

Ke Luar Daerah

10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan 

dinas ke luar daerah (hok)

125         kali          54.558.000,00 188         hok 85.080.000,00           30.522.000,00 DPPKB

Tabel 3.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MALANG

Pagu Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

4

Selisih (+/-) Lokasi

KELUARGA BERENCANA DAN 

KELUARGA SEJAHTERA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional 

Perkantoran (%)

2 3 6

URUSAN WAJIB

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
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Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) 

1 5 7 8 = 7 - 5 9

2.08 . 2.08.1 . 01 . 19 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi 

Ke Dalam Daerah

11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan 

dinas ke dalam daerah (hok)

113         kali        144.331.200,00 153         hok 51.015.000,00           -93.316.200,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 01 . 20 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik (DAK)

12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air 

Bersih, Telekomunikasi dan Internet 

(DAK) (bulan)

-                                          -   24           rekening 157.296.000,00         157.296.000,00 29 lokasi

2.08 . 2.08.1 . 02 100 % 209.636.700,00      100         % 342.484.750,00         132.848.050,00

2.08 . 2.08.1 . 02 . 07 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor

1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 

yang diadakan (jenis)

7             unit          28.858.900,00 1             jenis 28.144.000,00           -714.900,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 02 . 09 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang 

diadakan (jenis)

14           unit        116.885.800,00 7             jenis 119.279.750,00         2.393.950,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 02 . 10 3 Pengadaan Mebeleur 3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis) 10           buah          14.324.200,00 2             jenis 12.400.000,00           -1.924.200,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 02 . 14 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor

4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 

Rutin/Berkala (jenis)

1             gedung            9.017.900,00 16           jenis 8.562.000,00             -455.900,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 02 . 16 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional

5 Jumlah kendaraan roda empat dan 

kendaraan roda dua yang dipelihara rutin 

dan berkala (unit)

7             unit          40.549.900,00 9             unit 66.799.000,00           26.249.100,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 02 . 28 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor (DAK)

6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 

Rutin/Berkala (DAK) (jenis)

-                                          -   18           jenis 107.300.000,00         107.300.000,00 29 lokasi

2.08 . 2.08.1 . 03 100 % 35.220.500,00        100         % 31.900.000,00           -3.320.500,00

2.08 . 2.08.1 . 03 . 05 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari 

Tertentu

1 Jumlah penyediaan Pakaian

Olahraga/Batik (stel)

150         stel          35.220.500,00 50           stel 31.900.000,00           -3.320.500,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 04 100 % 23.445.200,00        100         % 14.460.000,00           -8.985.200,00

2.08 . 2.08.1 . 04 . 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan 

(orang)

51           ohk          23.445.200,00 95           ohk 14.460.000,00           -8.985.200,00 DPPKB

Pagu Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

4

Selisih (+/-) Lokasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas 

Pegawai di Perangkat Daerah (%)

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana Penunjang Aparatur (%)

2 3 6

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
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Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) 

1 5 7 8 = 7 - 5 9

2.08 . 2.08.1 . 05 100 % 50.199.800,00        100         % 13.807.000,00           -36.392.800,00

2.08 . 2.08.1 . 05 . 01 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-

IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan 

Masyarakat) (buku)

4             buku          37.560.800,00 4             buku 8.961.000,00             -28.599.800,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 05 . 02 2 Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran

2 Jumlah dokumen laporan keuangan 

semester I dan semester II (buku)

1             buku            6.319.500,00 1             buku 2.396.000,00             -3.923.500,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 05 . 04 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 

(buku)

1             buku            6.319.500,00 1             buku 2.450.000,00             -3.869.500,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 06 100 % 333.723.400,00      100         % 1.532.439.600,00      1.198.716.200,00

2.08 . 2.08.1 . 06 . 01 1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan 

Informasi Data

1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

390         dok          71.620.600,00 390         dok 47.324.250,00           -24.296.350,00 390 Des/Kel

2.08 . 2.08.1 . 06 . 02 2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi 

(CONTRA WAR)

2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA 

WAR)

1             dok          47.396.000,00 1             dok 26.648.750,00           -20.747.250,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 06 . 03 3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga 

Pra Sejahtera yang Update (SKS)

3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga 

Sejahtera (SKS)

1             dok          61.088.100,00 1             dok 29.364.750,00           -31.723.350,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 06 . 04 4 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

Kependudukan

4 Jumlah Dokumen parameter 1             dok          57.928.400,00 1             dok 56.417.750,00           -1.510.650,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 06 . 05 5 Perencanaan dan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk

5 Jumlah Dokumen mutasi keluarga 1             dok          95.690.300,00 1             dok 60.923.100,00           -34.767.200,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 06 . 06 6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan 

Informasi Data (DAK)

6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

-                                          -   390         dok 852.401.000,00         852.401.000,00 390 Des/Kel

2.08 . 2.08.1 . 06 . 08 7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 

Kependudukan (DAK)

7 Jumlah dokumen parameter -                                          -   1             dok 405.900.000,00         405.900.000,00 DPPKB

2.08 . 2.08.1 . 06 . 09 8 Perencanaan dan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk (DAK)

8 Jumlah dokumen mutasi keluarga -                                          -   1             dok 53.460.000,00           53.460.000,00 DPPKB

Pagu Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

4

Selisih (+/-) Lokasi

Program Data/Informasi Pengendalian 

Penduduk

Persentase data keluarga dan KB di 

desa/kelurahan

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, 

Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat 

Daerah yang Tepat Waktu (%)

2 3 6

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
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Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) 

1 5 7 8 = 7 - 5 9

2.08 . 2.08.1 . 07 76,46      % 359.156.000,00      76,46      % 513.761.400,00         154.605.400,00

60,00      % 60,00      %

2.08 . 2.08.1 . 07 . 01 1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 

dan Medis Operasi

1 Jumlah peserta KB Aktif 417.000  aks        162.199.400,00 417.000  aks 123.636.700,00         -38.562.700,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 07 . 02 2 Pembinaan PUS Risti ber KB 

(CONTRA WAR)

2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB 

(CONTRA WAR)

2.280      orang          57.928.400,00 2.280      org 28.374.800,00           -29.553.600,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 07 . 03 3 Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur 

yang belum terlayani KB)

5.421      aks          69.514.100,00 44.994    PUS 37.204.000,00           -32.310.100,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 07 . 04 4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, 

obat Kontrasepsi

4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat 

dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai

87           klinik          69.514.100,00 87           klinik 29.655.900,00           -39.858.200,00 87 Klilik

2.08 . 2.08.1 . 07 . 06 5 Pembinaan PUS Risti ber KB 

(CONTRA WAR) (DAK)

5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB 

(CONTRA WAR)

-                                          -   2.280      org 158.400.000,00         158.400.000,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 07 . 07 6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, 

Obat dan Kontrasepsi (DAK)

6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat 

dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai

-                                          -   87           klinik 136.490.000,00         136.490.000,00 87 Klilik

2.08 . 2.08.1 . 08 28,00      % 423.403.800,00      28,00      % 5.695.310.250,00      5.271.906.450,00

2.08 . 2.08.1 . 08 . 01 1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli KB

1 Jumlah PPKBD Mandiri 109         org          92.685.400,00 181         org 74.157.000,00           -18.528.400,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 08 . 02 2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa 2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti 

penyuluhan Program KB melalui media 

massa

260         org        261.204.300,00 290         org 180.585.000,00         -80.619.300,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 08 . 03 3 Penyuluhan Program Keluarga 

Berencana

3 Jumlah PPKBD Aktif 390         org          69.514.100,00 390         org 33.225.250,00           -36.288.850,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 08 . 04 4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok 

Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 

(DAK)

4 Jumlah PPKBD Mandiri -                                          -   181         org 3.790.060.000,00      3.790.060.000,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 08 . 05 5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa 

(DAK)

5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti 

penyuluhan Program KB melalui media 

cetak dan elektronik

-                                          -   290         org 386.383.000,00         386.383.000,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 08 . 06 6 Penyuluhan Program Keluarga 

Berencana (DAK)

6 Jumlah PPKBD Aktif -                                          -   390         org 1.230.900.000,00      1.230.900.000,00 33 kec

Pagu Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

4

Selisih (+/-) Lokasi

Program Pelayanan Keluarga Berencana Persentase Peserta KB Aktif

Persentase PUS Risti yang terlayani KB 

(Program CONTRA WAR)

Program Penyuluhan dan Penggerakan 

Keluarga Berencana

Persentase PPKBD Mandiri

2 3 6

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
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Pagu (Rp.) Pagu (Rp.) 

1 5 7 8 = 7 - 5 9

2.08 . 2.08.1 . 09 23,81      % 347.569.100,00      23,81      % 1.777.890.000,00      1.430.320.900,00

87,00      % 87,00      %

44,44      % 44,44      %

2.08 . 2.08.1 . 09 . 01 1 Bina Ketahanan Remaja 1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar 25           klp          92.684.300,00 25           klp 70.000.000,00           -22.684.300,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 09 . 02 2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia

2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang 

ber-KB

37.262    aks          92.685.400,00 37.262    aks 55.000.000,00           -37.685.400,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 09 . 03 3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

(SKS)

3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri 46           klp        162.199.400,00 46           klp 90.340.000,00           -71.859.400,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 09 . 04 4 Bina Ketahanan Remaja (DAK) 4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar -                                          -   25           klp 795.300.000,00         795.300.000,00 21 kec

2.08 . 2.08.1 . 09 . 05 5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak 

dan Lansia (DAK)

5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang 

ber KB

-                                          -   37.262    aks 656.700.000,00         656.700.000,00 33 kec

2.08 . 2.08.1 . 09 . 06 6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 

(SKS) (DAK)

6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri -                                          -   46           klp 110.550.000,00         110.550.000,00 33 kec

Pagu Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

4

Selisih (+/-) Lokasi

Program Ketahanan Keluarga, Generasi 

Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar

Persentase PUS anggota kelompok BKB 

yang ber KB

Persentase Kelompok UPPKS Mandiri

2 3 6

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Malang Tahun 2018, merupakan perencanaan 

program/kegiatan pada pelaksanaan tahun ke tiga dari Renstra Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang       

Tahun 2016-2021, dimana pada program kerja tahun 2018, pembangunan 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan 

pada pengembangan kualitas ber-KB, Pendewasaan Usia Perkawinan, 

peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan pemberdayaan ekonomi 

keluarga. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan perimbangan alokasi 

sumberdaya secara proporsional dan tepat sasaran, agar mampu memberikan 

daya ungkit yang signifikan dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan, 

dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan 

berkelanjutan (Sustainable).  

Pada sisi lain, untuk mengantisipasi terjadinya penurunan fungsi 

pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga di Kabupaten Malang, yang berdampak pada penurunan kualitas 

pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang akan terus berupaya 

seoptimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dengan 

memanfaatkan kondisi eksisting secara bijaksana. 

Demikian untuk dilaksanakan. 

 

 

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN MALANG, 
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